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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 76/Permentan/OT.140/12/2012 
TENTANG 

SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN                                                    
PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa produk unggulan hortikultura merupakan 
produk yang memiliki daya saing, berorientasi pasar 
dan ramah lingkungan, akan memberikan nilai ekonomi 
yang tinggi apabila dikembangkan secara optimal untuk 
memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan/atau 
ekspor;  

b. bahwa untuk mengembangkan produk unggulan 
hortikultura pada suatu wilayah dengan memanfaatkan 
sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat 
serta pendapatan masyarakat setempat, perlu ada 
penetapan produk unggulan hortikultura; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk 
menindaklanjuti Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 
Syarat dan Tata Cara Penetapan Produk Unggulan 
Hortikultura; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5068); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5170); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang 
Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5106); 

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ 
PD.310/9/2007 tentang Jenis Komoditi Tanaman 
Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat 
Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal 
Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor 3599/Kpts/ PD.310/10/2009 tentang 
Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2007 tentang Jenis 
Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal 
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Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 
Direktorat Jenderal Hortikultura; 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ 
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pertanian; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT 

DAN TATA CARA PENETAPAN PRODUK UNGGULAN 
HORTIKULTURA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Produk Unggulan Hortikultura adalah produk hortikultura yang 

memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.   
2. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, 

bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, 
lumut, dan tanaman air, yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat 
nabati, dan/atau bahan estetika. 

3. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura 
yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, 
sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan. 

4. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman 
hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah. 

5. Pelaku Usaha Hortikultura adalah petani, organisasi petani, orang 
perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha 
hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik 
Indonesia. 

6. Daya Saing Hortikultura adalah status produk hortikultura yang 
dikembangkan sesuai dengan agroekologi wilayah pengembangan, 
serta memiliki nilai strategis, dan/atau memiliki potensi komersial, 
dan/atau memiliki keunggulan spesifik. 

7. Kearifan Lokal adalah nilai, cara, atau kebiasaan hidup yang 
dipelihara dan diwarisi secara turun temurun. 

8. Lembaga yang Kompeten adalah lembaga penelitian atau pengkajian 
atau lembaga yang setara dengan keduanya yang berada di wilayah 
kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. 

9. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disebut PDRB 
adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari 
seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. 
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10. Kepala Dinas provinsi adalah kepala dinas yang membidangi 
hortikultura di tingkat provinsi. 

11. Kepala Dinas kabupaten/kota adalah kepala dinas yang membidangi 
hortikultura di tingkat kabupaten/kota. 

Pasal 2 

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penetapan 
produk unggulan hortikultura. 

(2) Peraturan ini bertujuan untuk: 
a. meningkatkan produksi Produk Hortikultura bermutu; 

b. meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Hortikultura; 

c. meningkatkan perekonomian wilayah; dan 
d. mengoptimalkan sumber daya hortikultura di dalam negeri secara 

berkelanjutan; 
dengan memerhatikan Kearifan Lokal. 

Pasal 3 
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: 

a. syarat Produk Unggulan Hortikultura; 

b. tata cara penetapan Produk Unggulan Hortikultura; 
c. pengembangan Produk Unggulan Hortikultura; 

d. pembinaan dan pengawasan. 
BAB II 

SYARAT PRODUK UNGGULAN HORTIKULTURA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 4 
(1) Produk Hortikultura yang dapat ditetapkan sebagai produk unggulan, 

apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. memiliki peran dan kontribusi dalam perekonomian; dan 

b. dikembangkan dalam suatu kawasan pengembangan. 

(2) Selain Produk Hortikultura yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), jenis komoditas dengan keunggulan spesifik 
dapat ditetapkan sebagai produk unggulan.  

(3) Produk unggulan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan komoditas eksotik, unik, dan khas lokalita. 
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(4) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari 
tanaman hortikultura yang varietasnya sudah terdaftar sesuai 
peraturan perundang-undangan.  

(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerhatikan 
peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.  

Pasal 5 
Penetapan Produk Unggulan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 harus memerhatikan Kearifan Lokal. 

Pasal 6 

Produk Hortikultura dapat diusulkan menjadi produk unggulan oleh 
Pelaku Usaha Hortikultura. 

Pasal 7 

Produk Unggulan Hortikultura terdiri atas produk unggulan 
kabupaten/kota, produk unggulan provinsi, dan produk unggulan 
nasional. 

Bagian Kedua 

Produk Unggulan Hortikultura Kabupaten/Kota 

Pasal 8 
(1) Produk Unggulan Hortikultura kabupaten/kota harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 
mempunyai nilai PDRB, unit usaha, dan/atau tenaga kerja terbesar 
dari masing-masing kelompok komoditas hortikultura. 

(2) Produk Unggulan Hortikultura kabupaten/kota harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b 
telah dikembangkan dalam satu atau lintas wilayah kecamatan. 

Pasal 9 

Produk Unggulan Hortikultura spesifik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) tingkat kabupaten/kota didasarkan pada rekomendasi 
hasil analisis komoditas spesifik dari Lembaga yang Kompeten sesuai 
dengan agroekosistem daerah dan memiliki potensi peningkatan PDRB, 
menyerap tenaga kerja, diminati pasar, dan dapat dikembangkan menuju 
kemandirian berbasis sumber daya lokal. 

Pasal 10 

Produk Unggulan Hortikultura kabupaten/kota yang dikembangkan dalam 
kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b dengan memerhatikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Strategis Kabupaten/Kota. 
 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

